
                                                              

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana 

Pencurian 

 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan 

orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah 

suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, 

jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. 
14

 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman.
15

 Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai 

pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus 

ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, 

kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan 

hukuman. 

                                                           
14

 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Universitas Lampung, 2009. Hlm 70 
15

  Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, 2009. hlm: 83 
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Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti 

orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang 

diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak 

dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif 

maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk 

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena 

gerakkan oleh pihak ketiga.
16

 Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan 

bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat 

dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain : 

1. Orang yang melakukan (dader plagen) 

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak 

pidana. 

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) 

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang 

menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama 

yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya 

merupakan alat saja. 

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) 

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak 

pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan 

(dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen). 

                                                           
16

  Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37 
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4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan 

atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk 

orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja 

menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, 

perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya. 

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni 

pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari 

tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum 

atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan 

pembalasan terhadap sipembuat. 

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan 

masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-

keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari 

dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur. 

Menurut Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian ialah “barangsiapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling 

banyak enam puluh rupiah.  
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Unsur tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP yaitu: 

1. Unsur subjektif  

Menguasai benda tersebut secara melawan hukum. 

2. Unsur objektif 

a. Barang siapa. 

b. Mengambil atau wegnemen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda 

berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya 

atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan 

dengan benda tersebut. 

c. Sesuatu benda. 

d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 

 

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana  

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan 

normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan 

untuk:
17

 

a.  Memahai arti dan akibat perbuatannya sendiri. 

b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh  

masyarakat. 

                                                           
17

  Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia Jakarta, 1985 

hlm:108. 
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c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (teorekensvatbaarhee) mengandung 

pengertian kemampuan atau kecakapan. 

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan 

dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada 

kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, tenyata pula dalam asas hukum 

yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder 

schuld, ohne schuld keine strafe).
18

 

Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang 

membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari 

sudut umum maupun dari orangnya.
19

 

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak 

pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. 

Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan 

keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 

44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. 

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang 

telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur 

bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49  

ayat (1), 50 dan 51 KUHP. 

 

                                                           
18

  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta Jakarta, 1983. hlm:37 
19

  Tri andrisman, Hukum Pidana . Universitas Lampung, 2009. hlm: 97 
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Pasal 44 KUHP: 

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 

penyakit, tidak dipidana. 

(2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, 

maka hakim dapat meerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit 

jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri. 

Pasal 48 KUHP: 

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. 

Pasal 49 KUHP: 

(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk 

diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri 

maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat 

dekat pada saat itu yang melawan hukum. 

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan ancaman serangan itu, tidak 

dipidana. 
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Pasal 50 KUHP: 

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-

undang, tidak dipidana. 

Pasal 51 KUHP: 

(1) Barangsipa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang 

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. 

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, 

kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya 

termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. 

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku 

karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum 

pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 44, 48 dan 49(2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran 

sebagaimana dimaksud pada pasal 48, 49 (1), 50, dan 51 KUHP. Penegasan 

tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan 

yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Sehingga hubungan 

keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah 

pernyataan dari suatu keputusan hukum. 
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C. Pengertian Anak menurut Undang-Undang 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka (2) menentukan bahwa anak adalah 

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum pernah 

kawin, serta pada UndangUundang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 

Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandungan. 

Dalam pengertian anak diatas terdapat perbedaan anak dalam mengenai batasan 

umur seorang anak, seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

pengertian anak yang dimana anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 

(dua puluh satu) tahun sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

tentang pengertian anak adalah anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) 

tahun sehingga dimana masih memerlukan pembinaan, bimbingan, dan 

pengawasan dari kedua orang tua. 

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum 

ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Didalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 72 

memberikan pengertian batasan-batasan pengertian anak sebagai berikut: 

Pasal 45 KUHP: 

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena 

melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun hakim dapat 
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menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 

orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau 

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa 

pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu 

pelanggaran tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 

517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat 2 tahun sejak 

dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran 

tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana”. 

Pasal 45 KUHP diatas dapat dipandang memadai sebagai pasal yang memuat 

beberapa ketentuan yuridis mengenai anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun 

yang telah melakukan perbuatan pidana. 

Pasal 72 Ayat (1) KUHP: 

“Selama orang yang kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum 

enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah 

pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak 

mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata”. 

 

Pengertian anak dalam Hukum Perdata dimana pengertian anak sesuai ketentuan 

dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) 

mendudukkan anak sebagai berikut “ belum dewasa “ adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah 

kawin. 

Ketentuan dalam Pasal 45 dan 72 ayat (1) memberikan pengertian tentang anak 

jauh lebih muda umurnya dibandingkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam 

pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. 

Bedasarkan beberapa ketentuan diatas digunakan istilah anak, yang diambil 

pengertian anak dari Undang-Undang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka (1), 
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yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) 

tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

 

D. Pengertian Pelaku dan Pembantu Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP 

Menurut ketentuan pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud 

dengan pelaku ialah “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut 

serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan 

sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. 

Menurut ketentuan pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan pembantu sesuatu 

kejahatan ialah “ mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 

dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 

untuk melakukan kejahatan. 

E.Teori-Teori Dasar Pertimbangan Hakim  

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai 

kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

hal ini dilakukan oleh hakim mealalui putusannya. Hakim adalah orang yang 

mengadili suatu perkara dalam pengadilan Mahkamah, Hakim juga berarti 

pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya, dan menghakimi artinya 

berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, serta kehakiman artinya urusan hukum 
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dan pengasdilan. Adakalanya istilah hakim dipakai terhadap orang budiman, ahli, 

dan orang bijaksana. Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu:  

 

1. Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut 

atau berakitan dengan perkara, yaitu anatara lain seperti adanya keseimbangan 

yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan 

korban. 

 

2. Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan 

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat 

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan 

seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan 

oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim. 

 

3. Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 
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semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 

 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman 

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 

pelaku, korban maupun masyarakat. 

 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara. 

Kewenangan  hakim sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – 

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 

sebagai berikut : 

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan dalam masyarakat. 
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(2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula 

sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 

 

Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, 

dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana 

yang diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut : 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa. 

 

Dengan demikian fungsi dari seorang hakim adalah seseorang yang diberi 

wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara 

yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti diatur dalam pokok-pokok 

kekuasaan kehakiman termuat dalam Pasal 1 Undang–undang Nomor 48 Tahun 

2009, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang diserahkan 

kepada Badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang – Undang. Hakim tiadak 

diperbolehkan menolak untuk memeriksa perkara, mengadili adalah serangkaian 
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tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana 

berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. 

Berdasarkan cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, tindakan hakim 

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, 

jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan 

alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas dikarenakan 

hakim dianggap mengetahui hukum. 

 

Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, bahwa  jika aturan hukum tidak ada maka hakim harus 

menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas, 

maka hakim harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak 

hukum, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam amsyarakat serta dalam mempertimbangkan berat atau 

ringannya suatu pidana. Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan 

jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU Nomor 4 tahun 2004 Juncto UU Nomor 48 

tahun 2009). 

Pada kenyataannya dalam praktik, walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap 

seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui 

empat buah titik pertanyaan dalam putusan hakim yaitu : benarkah putusanku ini, 

jujurkah aku dalam mengambil keputusan, adilkah bagi pihak–pihak yang 

bersangkutan, bermanfaatkah putusanku ini. Hakim ternyata seorang manusia 

biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (rechterlijk dwaling), rasa 

rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja 
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aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan. 

 

Putusan hakim merupakan sebuah mahkota atau puncak dari perkara pidana, 

sudah tentu hakim mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek 

yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yuridis. Lazimnya dalam praktek peradilan, pada putusan 

hakim sebelum pertimbangan pertimbangan yuridis dibuktikan dan 

dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 

persidangan yang timbul dan merupakan kombinasi dari keterangan para saksi, 

keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa 

dipersidangan. Fakta–fakta yang terungkap ditingkat penyidikan hanyalah berlaku 

sebagai hasil pemeriksaan sementara, sedangkan fakta–fakta yang terungkap 

dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi 

keputusan pengadilan. 

 

Pada hakekatnya dengan adanya pertimbangan–pertimbangan tersebut diharapkan 

nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum 

(van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan hukum. 

Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada 

putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak 

pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 

 

 

 


